- UANG PISAH
Dalam Pemutusan Hubun[an Ke-";_ a

Olehi : Umar Kasim

Pendahuluan,
Q]alam literartur hukurh ketenagakerjaan
dikenal beberapa hal penyebab

terfadinya pemutusan hubungan kerja (PHK),
seperti (1) PHK oleh pengusaha, antara laln
PHK karena pekerja/buruh  melakukan
kesalahan berat atau karena pekerja/buruh
mangkir kemudian di-PHK, atau mungkin
PHK dalam rangka efisienst di perusahaan
yang bersangkutan, dan (2) PHK oleh
pekerja/burub, misal karena pekerja/buruh
mengundurkan diri, termasuk ‘mangkir yang
dikualifikasikan sebagai pengunduran diri.
Bentuk PHK yang lain adalah (3) PHK yang
terjadi demi hukum seperti PHK karena
pekerja/buruh memasuki usia pensiun atau
pekerja/buruh meninggal dunia, PHK karena
berakhirnya Jangka waktu “kontrak” pada
hubungan kerja Perjanjian KerjJa Wakt
Tertentu (PKWT). (4) PHK karena putusan
pengadtian,
terjadinya  kepailltan
fikuidasi,  PHK pekerja
anak/perempuan yang tidak memenuhi
PHK karena

seperti PHK dengan alasan

terhadap

ketentuan, atau adanya

{bankruptley atau

pembatalan suatu perjanjian berdasarkan

pasal 1267 KUH Perdata dan laln-laln,

PHK yang akan dibahas dalam tulisan ini
hanya menfokuskan pada 3 macam penyebab
PHK yang ditunjuk oleh UU Nomor 13
Tahun 2003 vyakni PHK vyang dapat
mengakibatkan konsekuensi pembayaran uang
pisah, yaltu PHK terhadap pekerja/buruh
yang melakukan kesalahan berat, PHK bagl
pekerja/buruh yang mengundurkan dirl atas
kemavan sendil dan PHK oleh pengusaha
karena  pekerja/buruh  mangkir yang-'
dikualifikasikan sebagal pengunduran difl.
Hak-hak pekerja/buruh  pada - pemutusan
hubungan kerja oleh pengusaha, yang
disebabkan karena pekerja/buruh melakukan
kesalahan berat yang telah
ditentukan  dalam pertauran perundang-
undangan (Pasad 158 ayat (1) UU Nomor
13/2003), dan hak-hak pekerja/buruh yang
di-PHK karena mengundurkan diri atas
kemauan sendiri, serta hak-hak PHK terhadap
pekerja/buruh  karena  mangkir  yang
dikualifikaslkan sebagai mengundurkan dirl,
yaitu selain mendapatkan (berhak atas) vang

jenisnya

penggantian hak, juga diberikan uang plsah.



Dengan kata lain, dalam Undang-undang
Tahun 2003  tentang
Ketenagakerjaan dlatur mengenal pemberian
“yang pisah“ kepada pekerja/buruh apabila
terjadl pemutusan hubungan kerja (PHK)
karena pekerja/buruh melakukan kesalahan
berat {(Pasal 158 ayat 4), atau pekerja/buruh
mengundukan diri atas kemauan sendiri (Pasal
162 ayat 2), atau pekerja/buruh mangkir
yang dikualifikasikan sebagai mengundurkan
diri (Pasal 168 ayat 3). Ketentuan
pemberian uang pisah tersebut merupakan

Nomor 13

suatu norma.yang baru yang diatur dalam
Hukum (Hukum
Ketenagakerjaan), walaupun dalam praktek
(sebelum ada UU Nomor 13 Tahun 2003),
perusahaan/badan usaha telah

Perburvhan

beberapa
menerapkan pemberian uang pisah sebagai
salah satu hak yang diperoleh pekerja/buruh
yang mengalami pemutusan hubungan kerja
(PHK) disamping hak-hak normatif yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, atau dalam perjanjian
kerja (PK), peraturan perusahaan/perjan]ian
kerja bersama (PP/PKB). Oleh karenanya
istilah “uang pisah” inl merupakan Istilah baru
dan maslh awam serta mungkin menjadi
pertanyaan banyak orang : apa sih uang pisah
pengawran'
mekanisme pemberiannya. Demikian juga,

tersebut?, bagalmana
siapa-siapa saja yang berhak atas uang pisah,
serta berapa jumlah dan besarannya.
Kemudian bagaimana jika dalam Peraturan

Perusahaan atau Perjanfian KerJa Bersama

serta

(PP/PKB) belum diatur bahkan
perusahaan tidak mau mengatur dan

atau

membayarnya?. Inilah persoalan yang akan di
kajl secara hukum dan dibahas dalam tullsan
(berikut) ini.

Pengertian. _
Dalam UL Keten'agaker]aan tidak ada deflnlsi

atau pengertian serta penjelasan mengenai
apa yang dimaksud dengan uang pisah.
Demildan juga dalam berbagal literature
hukum perburuhan/hukum ketenagakerjaan,
belum ada tufisan mengenal pengertian dan
pembgrlan uang plsah tersebut. Akan tetapi
sebelum adanya.  UU Nomor 13 Tahun
2003, dapat ditemul dalam praktek, antara
lain pada salah satu PP (periode 1997-1999)
di suatu perusahaan travel yang menyebutkan
bahwa apabila terjadi pemutusan hubungan
kerja (PHK)'karena_ karyawan (maksudnya,
pekerja/buruh) y_ang mengundurkan diri,
pada prinsipnya perusahaan tidak ada
kewajiban untuk membertkan uang pesangon,
dan (vang) jasa. Namun demikian perusahaan .
wajib memperﬂmbangk_an dan menghargai
pengabdian karyawan yang telah bekerja
dengan prestast dan konduite balk sekurang-

-kurangn)}a 5 tahﬁn untuk diberikan uang

pisah dan uang pengabdian yang besamya
diatur sebagai berikut : masa kerja 5 - 10
tabun, 2 bulan upah; masa kerja 10 — 15
tahun, 4 bulan upah; dan masa kerja 15
tahun febih, 6 bulan upah. Dari penjelasan
dalam klausul PP tersebut dapat disimpulkan



bahwa “uang pisah” menurut dia merupakan
uang kompensasl yang (wajib) diberikan oleh
pengusaha atas pertimbangan bahwa karena
pekerja/buruh yang mengundurkan diri tidak
mendapat uang pesangon dan uang jasa,
maka perlu (dipertimbangkan) diberikan
penghargaan atas pengabdian pekerja/buruh
yang bersangkutan selama bekerja dengan
prestasi dan konduite yang baik. Atau dengan
kata lain, uang pisah adalah uang yang
diberlkan pengusaha
penghargaan atas pengabdian dan loyalitas

oleh sebagal
pekerja/buruh selama masa kerja tertentu
dengan prestasl dan kondulte yang baik yang
merupakan kompensast atas tidak adanya
uang pesangon dan uang Jasa. Pada waktu
pembuatan PP itu, hak-hak pekerja/buruh
yang dI-PHK memang masih merujuk dan
“berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri
Tenaga KerJa Nomor PER.O3/MEN/1996
tentang Penyelesatan Pemutusan Hubungan
Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang
Jasa dan Ganti Kerugian' di Perusahaan
Swasta (selanjutnya disebut PERMEN
03/MEN/1996), sehingga tidak ada hak-hak
pesangon dan uang penghargaan masa kerja
(: uang jasa) bagl pekeria/buruh yang
mengundurkan diri (kecuali hanya mendapat
uang ganti kerugian).

Atas pertanyaan beberapa korporasi dan
- praktisi hukum, antara lain dari Bullding
Manager Penghuni
Kondominkm Perkantoran Menara
Sudirman, Kepala Biro Hukum dan KLN

Perhimpunan

Departémen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dalam 212/8j/Hk/2003
menjawab surat tersebut dan memberikan
penjelasan bahwa uang p&ah adalah uang

surat Nomor

pemberian pengusaha/perusahaan kepada'
pekerja/buruh yang diputuskan hubungan
kerjanya karena ‘melakukan kesalahan berat
(vide pasal 158 ayat 4), atau karena
mengundurkan dirt (vide pasal 162 ayat 2),
termasuk pemutusan hubungan kerja karena
mangkir “ yang di kualifikaslkan sebagai

- mengundurkan diri (vide pasal 148 ayat 3).

Demikian  dapat bahwa

pemberian uang pisah adalah sebagai uang

disimpulkan
terima  kasth dari perusahaan kepada
pekerja/buruh yang di putuskan hubungan
kerfanya (PHK) karena alasan mengundurkan
dirt atas kemauan sendiri atau karena mangkir

~yang kualifikasikan sebagai mengundurkan

divi, sehubungan dengan telah pernah
memberikan
pengabdiannya selama kurun waktu tertentu

suats  karyajasa  dan
kepada perusahaan/pengusaha. Demikian
halnya pekerja/buruh yang di-PHK karena
melakukan kesalahan berat, walaupun pada
akhimya Idiputuskan hubungan kerjanya
(PHK) dengan alasan kesalahan berat, nainun
tentunya sebelum terfadinya suatu kasus
(kesalahan  berat) pekerja/buruh  yang
bersangkutan telah memberikan sumbangsih
dan telah mengabdikan dirl pada perusahaan
selama wakw tertentu. Dengan uang pisah
tersebut, bagi pekerja/buruh yang di-PHK



karena alasan-alasan dimaksud, atau atas uang
pisah yang diterima,
kompensasi atas hilangnya hak pekerja/buruh

dapat menjadi

atau tidak diberlkannya uang pesangon dan
uang penghargaan masa kerja guna
menyambung hidupnya.

Walaupun secara moral dan etika, apabila
tejadi PHK karena alasan kesalahan berat
atau karena mangkir yang dikualifikasikan
sebagai pengunduran dirl, tentunya kurang
tepat jika pemberian uang pisah tersebut
dikatakan sebagai
Mungkin  lebih  tepat
pengabdian” atau “uang balas jasa” kepada
pekerja/buruh atas loyalitasnya membina
hubungan kerja selama kurun waktu tertentu

sebagal  “uang

dengan memberikan  jasajasa  dan

pengabdiannya, dan pada akhimya harus di
PHK dengan alasan melakukan kesalahan

“yang terima Kkaslh”.

berat atau mangkir dengan kualifikast sebagal

pengunduran diri.

Pengaturan Pemberian Uang Plsah.
Sebagalmana disebutkan pada bagian awal
tulisan ini, ketentuan mengenai pemberian

uang pisah diatur masing-masing dalam pasal
158 ayat (4), pasd 162 ayat {2) dan pasal
168 ayat {3) yaknl pemberian uang pisah
diberikan kepada
diputuskan hubungan kerjanya karena alasan-
alasan, pekerja/buruh melakukan kesalahan
berat, atau pekerja/buruh mengundurkan dir}
atas kemauan sendiri atau pekerja/buruh
yang  dikualifikasikan

pekerja/buruh  yang

mangkir sebagai
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mengundurkan diri. Pada ketlga kasus alasan
terjadinya PHK tersebut, dalam peraturan
yakni
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor :
KEP-150/MEN/2000, tentang Penyelesaian
Perutusan Hubungan Kerfa dan Penetapan

perundang-undangan  sebelumnya

Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa
Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan
(selanjutnya disebut KEPMEN-150/2000),
diatur masing-masing bahwa dalam hal
pekerja/buruh diiputuskan hubungan kerjanya
karena melakukan kesalahan berat, maka
pekerja/buruh yang bersangkutan berhak atas
uang penghargaan masa kerja (jlka telah
memenuhi syarat untuk mendapatkannya)
dan berhak atas uang gantl kerugian {(pasa/
18 ayat '(4). Hak atas uang penghargaan
masa kerja besamya ditentukan berdasarkan
table- dalam Pasal 23 sesual dengan masa
kerjanya (miniinal kurang darl tiga tahun).
Dan hak atas uang ganti keruglan besamya
ditentukan besarannya dalam Pasal 24, jlka
memenuhl syarat-syarat sesual pasal tersebut.

Demikian juga pekerja/buruh yang diputuskan
hubungan kerja karena alasan pekerja/buruh
yang bersangkl._ltan mengundurkan diri atas
kemauan sendiri, pekerja/burub hanya berhak
atas uang penghargaan masa kerja (bagi yang
telah syarat untuk
mendapatkannya) dan berhak atas uang gant
keruglan (Pasal 26 jo Pasal 23 dan 24).
Berbeda halnya bagl pekera/buruh yang'
mangkir (sekurangnya 5 hari kerja dan telah

memenuhj



dipanggil secara tertulls 2 kall berturut-turut),
melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan

pengusaha  dapat proses
hak-hak uang pesangon, uang penghargaan
masa kerja dan uang ganti keruglan (Pasal 15
jo Pasal 22, 23 dan 24 Kepmen

150/2000). Walau dalam  Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasl
Nomor  KEP-78/MEN/2001 tentang

Perubahan atas Beberapa Pasal Keputusan
Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP-
150/MEN/2000
Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan

tentang  Penyelesaian
Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa
Ketja dan Gantl Kerugian di Perusaham
(selanjutnya disebut Kepmen
78/MEN/2001) hak atas pekerja/buruh
yang mangkir tersebut
pengaturannya dikembatikan

direvisi  dan
seperti pada
pengaturan semula . berdasarkan
PERMEN.03/MEN/1996) yakni bahwa bagl
pekerja/buruh yang mengkir 5 hari kerja,
maka pekerja/buruh  tersebut dianggap
mengundurkan diri secara tidak bakk dan
pengusaha dapat melakukan proses PHK
dengan hak-hak yang dikualifikastkan sebagai
mengundurkan diri yakni (hanya} mendapat
uang penghargaan masa kerja (uang jasa) dan

uang ganti kerugian (Pasal IS
PERMEN.O3/MEN/1996 jo Pasal 15
Kepmen 78/MEN/2001,

Sekarang berdasarkan peraturan perundang-
undangan Ketenagakerjaan yang baru diatur
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hak-hak bagi pekerja/burubh yang di PHK
karena melakukan kesalahan berat, atau
pekerja/buruh  mengundurkan diri  atas
kemauan sendiri termasuk mangkir yang
dikualifikasikan sebagai pengunduran dirl
berdasarkan Pasal 158 (4), 162 aya (2) dan
168 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003,
yaitu selain mendapatkan uang penggantian
hak, juga mendapatkan uang pisah sesual
dengan awran yang ditentukan dalam PK
atau PP/PKB di perusahaan / tempat kerja

~ pekerja/buruh yang bersangkutan sepanjang

memenuhi kriterla orang atau personil yang
memungkinkan untuk mendapatkan uang
pisah  berdasarkan = syarat-syarat  dan
mekanisme yang ditentukan.

Syarat _dan Mekanisme Pemberian Uang
Pisah..

_ Tidak semua pekerja/buruh yang melakukan

kesalahan berat atau mengundurkan diri atas
kemauan sendiri berhak atas uéng pisah.
Dalam pasal 158 ayat (4) disebutkan bahwa
bagi pekerja/buruh yang melakukan kesalahan
berat yang tugas dan fungsinya tidak mewakili
kepentingan péngusaha secara langsung,
selain (dapat memperoleh) uang penggantian
hak, juga diberikan uang plsah yang besarnya
dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerfa bersama. Demikian juga dalam pasal
162 ayat (2) bagi pekerja/buruh yang
mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang
mewakili

tugas dan fungsinya tidak



langsung,
selain (dapat memperoleh) uang penggantian
hak, juga diberikan uang pisah yang besarnya
dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian

kepentingan pengusaha secara

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama '

Untuk melakukan PHK dengan alasan
pekerja/buruh  melakukan kesalahan berat,
pengusaha tidak perlu meminta izin (:
pada
perselislhan perburuhan (Pasal 171 ayat (1)
jo 2 Kepmenakertrans No.
150/MEN/2000), namun ada syarat yang
harus dipenuhi oleh pengusaha yakni bahwa
PHK dengan (alasan) tuduhan pekerja/buruh
melakukan kesalahan berat harus didukung

penetapan) lembaga penyelesaian

Pasal

dengan bukti-bukd yang kuat,
pekerja/buruh benar-benar tertangkap tangan

sepertl

melakukan perbuatan sebagaiman yang
ditudubkan, atau pekerlaiburuh yang
bersangkutan  mengakui  perbuatannya

(:melakukan kesalahan berat) atau ada
laporan kejadian yang dibaut oleh pihak-pihak
yang berwenang di yang
bersangkutan dan didukung oleh saksi-saksi
(sektirang-kurangnya 2 orang). Kemudian

perusahaan

untuk mendapatkan hak atas uang pisah pada
‘kerja  karena
pengunduran diri  atas kemauan sendiri,
adalah  pekerja/buruh  harus
mengajukan permohonan pengumduran diri
secara tertulls sel_a'mbat-lambatnya 30 hari
sebelum fard H

pemutusan  hubungan

syaratnya

saat pengunuran diri

dilakukan; dan pekerja/burvh tidak terikat
dalam suatu ikatan dinas; serta pekerfa/burub
tetab melakukan kewajibannya sampal saat
pengunduran dir dilakukan. .Dalam PHK
dengan alasan pengunduran diri aas kemauan
sendiri
mememinta lzin (:penetapan) atas PHK
tersebut. Demikian juga dipersyaratkan bahwa
untuk mendapatkan hak atas uang pisah
pekerja/buruh yang melakukan kesalahan
berat dan mengundurkan diri tersebut bukan

ini, perusahaan tidak perlu

termasuk pada personil yang tugas dan
fungsinya mewakili kepermntingan pengusaha
secara langsung (baca
Apabila
permohonan dalam PHK karena alasan

mengundurkan diri tersebut tidak dipenuhi,

management

c"om}n!ttee). syarat-syarat

maka plhak pengusaha tidak mempunyal
kewajiban untuk membayar uang pisah.
Kecual pengusaha melepaskan haknya dan

memberikan kebljaksanaan untuk

“menyimpang darl ketentuan dan' syarat-syarat

tersebut.

Selanjutnya syarat-syarat mangkir (168 ayat
(1)) pada PHK karena mangkir yang
dikualifikasikan sebagal mengundurkan diri,
antara lain yang harus terpenuhi yaitu bahwa
mangkir yang dilakukan oleh pekerja/buruh

" tersebut dilakukan selama 5 hari kerja atau

lebih dan tanpa
keterangan secara tertulis disertal bukti-bukti
yang sah dan terhadap pekerja/buruh
tersebut  {(oleh pengusaha) telah dipanggil
secara tertulis 2 kall secara patut.

secara  berturut-turut
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Dalam kasus pekerja/buruh  melakukan
yang  dikualifikasikan
mengundurkan diri, tidak ada ketentuan
perfu-tidaknya apakah
pekerja/buruh tersebut termasuk person

mangkir sebagai

mengenal

dalam management committee yang tugas
dan fungsinya mewakili atau tidak mewakili
kepentingan pengusaha secara [angsung.
Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa
uang pisah dalam kasus pekerja/buruh yang
mangkic  yang  dikualifikasikan  sebagal
mengundurkan dir bisa darl semua kalangan
dan lapisan pekerja/burub untuk mendapa
uang penggantian hak dan uang pisah tanpa
membedakan masuk dalam  kelompok

management comimitee atau tidak.

Yang Berhak Menerima Uang Pisah.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam
pasal 158 ayat (4) dan pasal 162 ayat (2) -
kalimat pertama- bahwa bagi pekerfa/buruh
yang diputuskan hubungan kerjanya (PHK)
karena alasan kesalahan berat dan karena

mengundurkan diri atas kemauan sendiri, ada
ketentuan bahwa pekerja/buruh yang tugas
dan fungsinya tidak mewakili kepentingan

pengusaha  secara  langsung, selain
memperoleh ata menerima  uang
penggantlan hak, diberika uang pisah. Pada
PHK  karena alasah mangkir - yang

dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri
yang diatur dafam pasal 168 ayat (3), tidak
ada ketentuan atas persyaratan tersebut.
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(PP/PKB)

Yang dimaksud Pekerfa/buruh yang tugas dan
fungsinya tidak mewakili kepentingan
pengusaha langsung  adalah
pekerja/burubh yang tidak termasuk dalam
“management commitee yaknl “orang

secara

dalam” yang mempunyai kepentingan

langsung dengan manajemen perusahaan atau

.pimpinan perusahaan. Siapa saja orang-orang

yang termasuk dalam management commitee
tersebut, harus ditentukan dalam peraturan
perusahaan atau perfanjlan kerja bersama
dengén dan
mengindahkan
peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian
kerja bersama (PKB) berdasarkan pasal 110
dan pasal 116 UU Nomor 13 Tahun 2003.
Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003
disebutkan . bahwa pembuatan PP disusun
dengan saran dan
pertimbangan dart wakil-wakil pekerja/buruh
(pasal 110), dan pembuatan PK_B dllakukan
oleh (beberapa) Serikat Pekerja/Serikat Buruh
yang tercatata di instansi ketenagakerjaan
{Pasal 116).

Siapa-siapa yang  ditentukan
manajemen komite tersebut dalam PP/PKB

memperhatikan

mekanisme  pembuatan

memperhatikan

sebagai

sangat tergantung kemauan para pihak yang
berkepentingan, balk pihak pekerja/buruh
atau Serlkat Pekerja/Serikat Buruh ?. Dalam
praktek beberapa perusahaan menyebutkan
orang-orang yang mendudukf labatan-]ébatan
yang menangant masalah personalia, Auman
resourse development (HRD) atau general
affalr manager (GM), manajer produksi,



fnanclal manager, atau manager pemasaran,
adalzh sebagai orang-orang yang mempunyai
mewakili
pengusaha secara langsung atau disebut

tugas dan fungsi kepentingan
sebagai “orang dalam* pengusaha. Demikian
Juga ada yang menyebutkan secara umum
dengan meng-generalisir dalam peraturan
perusaham dan perjanfian kerja bersama,
yakni
menduduki jabatan supervisor keatas adalah

“orang dalan” yang dikategorikan sebagal

(misal) semua orang-orang Yyang

manajemen  komite 'yang mempunyal
kepentlngan langsung dengan perusahaan.
demikian

Dengan orang-orang/pejabat-

pejabat tersebut tidak berhak atas uang pisah.

Ada lagi dalam praktek, suatu PKB mengatur
dalam ketentuan umumnya bahwa orang
yang termasuk management commitee adalah
(antara lain) Direktur. Demikian ]u_ga ada
yang menunjuk Direktur dan Komisaris.
Klausul ini belum tentu benar, karena apabila
seseorang Direktur (termasuk Komisaris)
diangkat oleh RUPS dan namanya tercantum
sebagal salah seorang anggota Direksi {(atau
Komisarls) dalam AD perseroan, maka fa
bukan pekerja. Jabatan Direktur (dan
Komisarls) seperti itu pengaturannya bukan
merupakan - hukum
ketenagakerjaan, tetapi diatur dalam UU
tersendii (seperti) UU Nomor 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas. Akan lain
halnya apabila seorang Direktur bukan atau
tidak diangkat oleh RUPS, akan tetapi la

kompetensi

diangkat olgh Direktur Utama atau salah
seorang Direktur dalam jajaran Direksi untuk
menduduki suatu jabatan atau memimpin
suatu unit tertentu, maka Direktur sepertl ini

dapatlah  dikategorikan sebagai seorang
pekera  dan  termasuk  management
committee, .Dengan demikian apabllé
Direktur (dan Komisaris) sepertl yang

dimaksud terakhir tersebut dikategorikan
sebagal management committee, tentulah
dapat dibenarkan dan la termasuk orang yang

-.tidak mendapa uang plsah.

Jadi d_apat disimpulkan mengenal slapa-siapa
“manajemen komite” tersebut, dapat diatur
bebas oleh yang berkepentingan dalam
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama yang menentukan slapa-siapa saja

atau Jabatan-jabatan apa saja yang

_ dikatagorikan sebagal management commitee
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sepanjang pembuatan peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama tersebut dibuat
sesual  peraturan pempdéng—undangan dan
mekanisme yang ada dalam PP/PKB, maka

orang-orang atau pejabat -pefabat yang

ditentukan tersebut tidak berhak atas uang
plsah

Mungkin timbul pertanyaan : kenapa orang-
orang atau pejabat-pejabat yang ditentukan
sebagai management committee tersebut
tidak berhak atas uang pisah, padaha secara
hukum mereka fuga adalah pekerja/buruh
atau karyawan biasa yang mempunyal



kerja
Perbedaan tersebut dapat terjadi karena

hubungan dengan  pengusaha?
orang-orang yang menduduki Jabatan-jabatan
tertentu tersebut terdapat perbedaan salary
lebth besar dari pada

. karyawan lainnya. Hal ini terjadi karena

yang jumlahnya

adanya  tanggungjawab  khusus  bagi
penyandang jabatan-jabatan tersebut dan
jabatan-jabatan tersebut umumnya adalah
level middle management, sehingga mereka
yang mendudukl jabatan tersebut telah
mendapatkan kompensasi atau tunjangan
jabatan yang leblh besar. Dengan demikian

tidak diberikan uang pisah.

Besarmnya Uang Pisah.

Baik dalam pasal 158 ayat (4), maupun
dalam pasa 162 ayat {2) atau pasal 168
ayat (3) tidak disebutkan berapa jumlah dan
besaran uang pisal'[ yang harus diberikan
kepada pekerja/buruh
pemutusan hubungan kerja karena kesalahan

apabila

berat atau mengundurkan diri atau mangkir
yang dikualifikasikan éebagal mengundurkan
diri. Demikian juga dalam ketentuan umum
dan penjelasan pasakpasal tersebut_ sama
sekali tidak ada ketentuan lebih lanjut
mengenai klausul uang pisah tersebut. Tetapi
dalam pasalpasal tersebut hanya disebutkan
menganal besamya dan pelaksanaannya diatur
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan
atau Perjanjian Kerfa Bersama. Dengan
demikian jumiah atau besarna vang pisah dan
tolok ukur pemberian uang pisah diserahkan

mangkir,

terjadi '
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kepada masing-masing pihak dalam membuat
Perjanjian Kerja atau diatur dan dituangkan
secara kolektif dalam PP atau PKB. Apakah
pengaturan tersebut berdasarkan masa kerja,
atau berdasarkan posisi {level) jabatan
masing-masing personil, terserah kepada
mekanisme pembuatan PP/PKB. Demikian
juga, apakah uang pisah dibedakan antara
pekerja/burub yang di PHK karena kesalahan
berat dengan pekerja/buurh yang di PHK
karena mengundurkan diri atau karena
terserah  kepada mekanisme
PP/PKB. Yang jelas bahwa pekerja/buruh
yang di PHK karena kesalahan berat atau
karena mengundurkan diri secara baik-baik
yang tugas dan fungsinya tidak mewakili
langsung,
diberikan u_aﬁg pisah (selain vang penggantlan
hak). Tidak dijelaskan dalam pasal 168 ayat
(3) mengana pekerja/buruh yang mangkir

kepentingan pengusaha secara

selama 5 harl berturut-turut atau lebih tanpa
keterangan secara tertulis dan  bukti-bukd
bukan
pekerja/burub yang mempunyai tugas dan |

yang sah, apakah disyaratkan
fungsi yang tidak mewakili kepentiangan
pengusaha, atau tidak ?. Karena tidak ada
lebih
pekerja/buruh yang mangkir tersebut, maka
ditafsirkan,  bahwa PHK karena
tidak  disyaratkan
pekerja/buruh yang mewaklli kepentingan
pengusaha, tetapi dapat diberikan kepada

penjelasan lanjut mengenai
dapat

mangkir, kepada

semua pekerja yang di PHK karena mangkir

tersebut, Namun semua Ini diserahkan



kepada mekanisme pembuatan PP/PKB,
termasuk substanst mengenai jumlah uang
pisah tersebut.

Pelanggaran Atas Ketentuan Pemberian Uang
Pisah’

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam
UU Nomor 13 Tahun 2003 tdak diatur
mengenal uang pisah sebagal suatu hak bagi
pekerja/buruh yang diputuskna hubungan
(PHK)}, bagi
pekerja/buruh yang di PHK karena alasan-
alasan melakukan berat,
mengundurkan dirt atas kemauan sendir,
atau pekerja/buruh  mangkir  yang
dikualifikasikan sebagai mengundurkan dir,
walau pemberian uang pisah tersebut selain
harus {terlebih dahulu) telah diatur dalam PK
PP/PKB,
persyaratan-persyaratan

kerjanya khususnya

kesalahan

memenuhi
criterla
‘pekerja/buruh yang berhak menerimanya.

atau juga harus

dan
Pertanyaannya : apakah pemberian uang
pisah tersebut merupakan ketentuan yang
normative, atau dengan kata lain apakah
pekerja/buruh yang di-PHK karena alasan-
alasan sebagaimana ditentukan ‘ tersebut
berhak atas uang pisah? dan seballknya
perusahamn berkewaﬁbm " untuk
membayarnya ?.
Pertanyaan ini
ketentuan umum dan pasal-pasal yang
menyebutkan mengenal uang pisah tersebut,
fuga  tldak

beralasan karena dalam

demikian penjelasannya

menerangkan leblh lanjut mengenal waijib
atau tidaknya pemberian uang pisah apablla
timbul hak atas uang pisah tersebut. Dalam
semua pasal-pasal 158, 162 dan 168 UU
Nomor 13 Tahun 2003 tersebut hanya
menyebutkan bahwa pekerja/buruh yang
bersangkutan “selaln memperoleh uéné
penggantian hak, diberikan uang pisah”.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau
perusahaan tidak memberikan uang plsah,
atau bahkan tidak mengatur mengenal uang
pisah, balk dalam PK atau PP/PKB. Apakah
ada sanksi bagi pengusaha ? Walaupun secara
eksplisit, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003
tidak secara tegas tersurat “harus atau waljib
diberikan uang pisah”, tetapi dengan kalimat
“diberikan uang plsah”, dapatlah ditafsirkan
bahwa “harus diberikan” berupa sejumlah
uang yang merupakan uang pisah yang

~ besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam
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PK, atau PP/PKB.  Dengan diaturnya
pemberian uang pisah tersebut dalam UU
Nomor 13 Tahun 2003, berarti uang pisah
tersebut sudah menjadi hak (normatif)
pekeria/buruh, sehingga - apabila -
pekerja/buruh tidak diberikan uang pisah dan

kemudian menjadi perselisihan, maka sudah

jelas pengusaha tetap akan diwajibkan untuk
memberikan uang pisah tersebut.

Saran

Bagimana kalau uang pisah tidak diberikan?.
Atau uang pisah tetap diberikan, akan tetapl
perusahaan tidak mau mengaturnya dalam



PP/PKB, tidak ada sanksl,
diberikan.  Seyogyanya segera setelah
berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2003
25 Maret 2003,
perusahaan/pengusaha nienyesuaikan

tapl harus

tanggal

“perjanjian  kerjanya (PK)} atau peraturan
perusahaan/perjanjlan  kerja  bersamanya
(PP/PKB), sehingga apabila terjadi pemutusan
hubungan kerja dengan alasan pekerfa/buruh
melakukan kesalahan berat, atau karena
pekerja/buruh melakukan kesalahan berat,
atau karena pekerja/buruh mengundurkan
diri atas kemauan sendir, atau karena
yang  dikualflkastkan  sebagal
pengunduran divi, techadap pekerja/buruh

mangkir

tidak fagi diberikan “uang penghargaan masa
kerja” dan “gantl keruglan” (sebagakmana
diatur dalam KEPMEN 150/2000), tetap!
diberlkan uang penggantlan hak dan uang
pisah. Selamat mengatur., |

- Umar Kasim
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Kepala Sub Bagian Konsultasl Bukum
Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan KLN
Depnakertrans.



